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Semakin terbuka lebarnya jalan lalu lintas antar negara pada era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain. Era globalisasi kemudian memunculkan potensi untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Akses yang gampang dan peraturan yang mudah dipermainkan menimbulkan suatu praktek kejahatan lintas negara. Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas Negara seperti penyelundupan orang atau people smuggling yang melanda Indonesia. Rumusah masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan orang di Indonesia ? dan (2) Bagaimana upaya Pemerintah mencegah tindak pidana penyelundupan orang di Indonesia ?. Metode peneilitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan orang di Indonesia dan strategi Pemerintah mencegah tindak pidana penyelundupan orang di Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Indonesia tidak akan memberikan suaka politik atau menyiapkan relokasi khusus imigran gelap atau penyelundupan orang, namun bekerja sama dengan UNHCR dan IOM guna mengupayakan pemulangan atau menyalurkan para migran gelap tersebut ke negara penerima. Pemerintah Indonesia mendukung proses suaka ini dengan merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengijinkan para pengungsi tinggal di Indonesia sementara menunggu kepastian nasibnya. Pencari suaka yang ditolak oleh UNHCR diupayakan untuk kembali ke negara asalnya dengan bantuan fasilitas IOM. 
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